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Mengingat

:a.

b.

: 1.

2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan y
lebih tahun anggaran 2012, perlu dilakukan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggar
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu rnenetapkan Peri
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi AtJeh dar
Pembentukan Provinsi $umatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Ler

1 1 03);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Rel

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah c

Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 t(

Bangunan (Lembaran Negara RepubliR lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Neg
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perslehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Len
lndonesia Tahun 1997 Nomor44, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3688) set
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor i
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3988);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas c

Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Neg

Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republil
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3.

4.

5.



7.

s.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjaw
(Lembaran Negara Republik lndonesia llahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Repr
4400);

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Leml
lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara:Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubal
dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undhng-Undang I

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tamba
Republik lndonesia Nomor 4844\:;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa{ dar
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rep
4438);

11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Ferra
Penruakilan Daerah dan Dewan Penarakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepubliK lndonesia T
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5043);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Neg
Tahun 2009 Nbmor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem
lndonesia Tahun 2011 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 5216);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Neg
Tahun 1950 Nomor 59);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dar
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Reg

a028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpini
Penarakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambe
Republik lndonesia Nornor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor l

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler o

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran,Negara Republik lndonesia Tahun 200?
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Un
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjanran Daerah (Lernbaran Negara Republil
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Ferimbangan (Lembaran Negara Republil
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lem
lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negi
Tahun 2005 Nbmor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedbman Penyusunan dan penerapan Stanc
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repr
4585);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawa
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambah
Republik lndonesia Nomor 4593)i

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi I

Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nbmor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia lt

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pen
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia"l
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Pen
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Ti

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5104);

27. Peraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembr

lndonesia Tahun 2010 l\lomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republk lndonesia Nomor 5165);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5272j;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelola
sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 2

Perubahan Kedua ataa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedonnan l

Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenar
Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran,Dar
Utara Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah t

Penruakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Uthra Nomor 7);

33. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah P
(Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah P
Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah F

(Lembaran Daerah Provinsi Surnatera Utara Tahun 2008 Nomor g, Tambahan Lembaran Daerah P

Nomor g);



35. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Keria Lembaga Lain Daerah Pr

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Pr

Nomor 17);

36. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengetolaan Keuangan Daerah Prr

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pt
Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan'
Gt,BERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

McnetaPkan : PERATURAN DAERAH TEN]TANG PERUBAhIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SUII'IATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2OT2

Pasal,l

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggpran 2012, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. $emula
b. Bertambah(berkurang)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja setelah perubahan
Surplus(Defisit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pernbiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp. 7.332.537.006.953,00
Rp. 556.503.509.540,00

-RpRp. 7.677.852.377.570,00
Rp. 627.316.879.287,00

Rb'

Rp. V00.027.786.491,00
Rp. 20.943.969.126,00

Rp.

Rp. 354.712.415.874
Rp. (49.869.400,621,00)

Rp.
Rp.
Rp.



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. PendapatanAsliDaerah
1i) Semula
2) Bertambahl(berkurang)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambahl(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1') Semuta
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

(2) Pendhpatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri darijenis pendapatan :

a. Fajak Daerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

b. RetribusiDaerah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

c. HasilPengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerali Yang Dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pendapatan :

a. Dana HasilPajaUBagi HasilBukan Pajak
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan
5

Rp. 4.A26.427.214.194,00
Rp. 349.035.557.700,00

Rp.

Rp. 1.686.'144.432.759,A0
Rp. 122.420.8I5.840,00

Rp.

Rp. 1.619.965.360.000,00
Rp. 85.0a7.076.000,00

Rp.

Rp. 3.616.583.914.677,0A
Rp. 218.823.853.a51,00

Rp. 30.660.584.268,00
Rp. 8.F10.866.853,00

Rp. 301.290.524.903,00
Rp. 18.882.966.009,00

Rp. 77.892.190.346,00
Rp. 102.817.871.387,00

Rp. 541.126.805.759,00
Rp. 122.420.975.8a0,00

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.



b. Dana Alokasi Umum
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Dana Alokasi Khusus
1r) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Rp.

Ro.
1 . 103.389.237.000,00

41 .628.390.000,00

Rp. 27.755.746.000,00
Rp. 62.755.746.000,00

Rp. 5.022.928.596.293,00
Rp. -.551.479.491.787,00

Rp. 2.654.923.781.277,44
Rp. 75.837.387.500,00

Rp. 701.655.367.055,00
Rp. 297.651.983.747,00

Rp,

Rp.

Rp.
Rp"

(1)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah
1i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambahl(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

(2)

1)

2)
Semula
Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Belanja Bantuan Sosial
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp. 2.085.1 1 1.202.000,00
Rp. (165.907.047.500,00)

Rp.

Rp. 87.419.700.000,00
Rp. (3a2.106.000,00'!

Rp.



d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/KabupateniKota dan Pemerintah Desa
1i) Semuta
2) Bertambah/(berkurang)

f. Belanja Tidak Terduga
1r) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Betanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1r) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

c. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam,Pasal 1 terdiridari :

a. Penerimaan
1i) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan setelah perubahan

b. Pengeluaran
f) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

7

Rp.
Ro.

714.259.949.277 ,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan

e. Betanja Bantuan Keuangan kepada ProvinsiKabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1l) Semula Rp. 1.424.482.377.961,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. a25.076.661.540,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

(3)

Rp. 10^000.000.000,00
Rp. (5.000.000.000,00)

Rp. 189.769.143.190,00
Rp. 3.973.988.400,00

Rp. 1.556.020.871.477,00
Rp. 71.936.9a7.656P0

Rp. 909.133.766.610,00
Rp. (73.548.556,00)

Rp. 70A.027.786.491,00
Rp. 20.943.969.126,00

Rp.

Rp. 354.712.415,874,00
Rp. (,49.869.400.621,00)

Rp.

Rp.



(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. $isa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan

(3) Pengeluaran $ebagaimana dimalisud pada ayat (1) huruf b terdiri darijenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah
1) Semula
2) Bertambah(berkurang)

Jumlati Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

b, Pembayaran Pokok Utang
1) Semula
2) Bertambahl(berkurang)

Jumlalr Penyertaan Modal (lnvestasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp. 7A0.027.786.491,00
Rp. 20.9a3.969.126,00

Rp. 344.869.400.621,00
Rp. (49.869.400.621,00)

Rp. 9.843.015.253,00
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dhn Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana di
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkarr dari Peraturan Daerah ini, terdiridari :

1. Lampiran I

2. Lampiran ll

3. Lampiran lll

4. Lampiran lV

5. Larnpiran V

6. Lampiran Vl

7. Lampiran Vll

L Lampiran Vlll

9. Lampiran lX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan,

Rekapitulbsi Perubahan Belanja menurut Urusan Pernerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Progra

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Dalam Keranqka Penqelolaan Keuanqan Daerah;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran $ebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan keml

Daftar Pinjaman Daerah dan ObligasirDaerah.



Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belhnia Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan op
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganrpenempatannya dhtam Lembaran Da
Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Novernbt

PIt. GUBERNUR SUMATE

dto

GATOT PUUO NUGI

Diundangltan di Medan
pada tanggal T t\errga&e!. tolz.

SEKRETARIS.DAERAH PROVINSI,

NI.,RDIN LUBIS
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